
 

 

 
PROVINSI ACEH 

QANUN 
KABUPATEN BIREUEN 

NOMOR    4    TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN 

 NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN  

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  

BUPATI BIREUEN, 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan maka 

tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam 

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 perlu 

dilakukan perubahan, karena tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kemampuan masyarakat; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun 

Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Kedua Atas 

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Pajak Penerangan Jalan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

62); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 129); 



3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3963); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bireuen Tahun 2002 Nomor 37) sebagaimana telah 

diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomo 16 

Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Qanun 

Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pajak 

Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 

2005 Nomor 17 Seri B Nomor 1); 



 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN 

dan  

BUPATI BIREUEN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN 

KABUPATEN BIREUEN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN. 

   Pasal I 

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bireuen Tahun 2002 Nomor 37), sebagaimana telah diubah 

dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2005 

tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2005 Nomor 17 

Seri B Nomor 1), diubah sebagai berikut :  

Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

     

    Pasal 6 

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut : 

a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan 

untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen). 

b. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh Industri, 

Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Tarif Pajak 

Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). 

c. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif 

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu 

koma lima persen). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Pasal II 

 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

 pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 

 Lembaran Kabupaten Bireuen. 

 

 

 Ditetapkan di Bireuen 
 pada tanggal 16 Maret 2021 

 BUPATI BIREUEN, 
 

 ttd 
 
 MUZAKKAR A. GANI 

 
 

Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal 16 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN, 

 

     ttd 

IBRAHIM 
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